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ABSTRAK 

Hubungan perkawinan antara seorang WNI dengan stateless person 

nyatanya banyak terjadi di Indonesia yang dimana perkawinan tesebut tidak dapat 

dilarang karena tidak ada peraturan yang melarang perkawinan keduanya. 

Permasalahan akan muncul apabila stateless person yang telah melangsungkan 

perkawinan dengan seorang WNI harus di deportasi ke luar wilayah Negara 

Indonesia yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan mengenai akibat dari 

pendeportasian tesebut yang salah satunya ialah harta perkawinan.Permasalahan 

hukum yang dapat diangkat dalam penelitian tesis ini adalah : (a) perkawinan antara 

WNI dengan stateless person mempunyai akibat hukum terhadap harta perkawinan 

pasangan tersebut dan (b) upaya penyelesaian terhadap harta perkawinan apabila 

pasangan stateless person di deportasi dari wilayah negara Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian doctrinal research  dengan pendekatan 

perundang-udangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), serta mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Pemerintah Indonesia harus memberikan solusi apabila terjadi perkawinan antara 

WNI dan Stateless Person, solusi tersebut dapat berupa Peraturan Pemerintah, atau 

Peraturan Dirjen Keimigrasian, atau bahkan Instruksi Presiden. Melihat dari contoh 

putusan diatas bahwa stateless person selalu dirugikan atas kepemilikan aset selama 

perkawinan dan mempertimbangkan kedudukan anak-anak mereka yang menjadi 

ahli waris, maka majelis hakim apabila ada permohonan isbat nikah harus 

memperhatikan pula hak-hak anak-anak mereka selaku ahli waris. Jangan sampai 

perkawinan kedua orang tuanya yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki 

kewarganegaraan, akan menimbulkan kerugian materiil bagi anak-anak yang lahir 

dari perkawinan WNI dan stateless person. 

 

Kata Kunci : Perkawinan, Stateless Person, Deportasi, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 

 

 Marriage between a citizen of Indonesia (WNI) and a stateless person is in 

fact a common thing occurs in Indonesia, where the marriage is permissible due to 

inexistence of regulations about the matter. Problems will emerge if the stateless 

person married to an Indonesian citizen, must be deported outside the territory of 

Republic of Indonesia which causes injustice regarding the consequences of the 

deportation, one of which is marital property.The legal issues that can be raised in 

this thesis are: (a) marriage between an Indonesian citizen and a stateless person 

has legal consequences for the spouse's marital property and (b) efforts to settle the 

marital property if the stateless person spouse is deported from Indonesia. This 

study used a doctrinal research method with a status approach, a conceptual 

approach, and refers to primary legal materials and secondary legal materials.  

Indonesian government are obliged to provide a solution if marriage between an 

Indonesian citizen and a stateless person occurs. The solution can be in the form of 

Government Regulation, or Regulation of the General Director of Immigration, or 

even Presidential Instruction. Observing from the example of the decision above, 

stateless persons are always aggrieved by ownership of assets during marriage and 

considering the position of their children or heirs. Therefore, the panel of judges 

must also pay attention to the rights of the children as heirs if there is request filed 

for isbat nikah. Material disadvantages to the children who are born from the 

unregistered marriage between Indonesian citizens and stateless persons must be 

prevented at any cost. 

 

Keywords: marriage, stateless person, deportation, legal protection. 
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